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ABSTRACT 

The purpose of this research to provide empirical evidence on the influence of 

regional revenue, government expenditure and regional size against performance of 

local government. Methods of analysis using regression analysis with three 

independent variables and one dependent variable. Local government performance is 

measured by scores on the evaluation of local government performance (EKPPD) 

derived from local government organizers report (LPPD). Result of  this research 

indicate that regional revenue significant positive influence on the performance of 

local government provinces in Indonesia, capital expenditure significant negative 

effect on the performance of local. While size had no significant influence to the 

performance of local government provinces in Indonesia. 

Keywords: Regional revenue, capital expenditure, regional size, performance of local 

government provinces, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah 

(EKPPD)    

 

I. PENDAHULUAN 

Paradigma pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang 

sangat mendasar sejak diterapkannya otonomi daerah tahun 2001. Undang-Undang No. 

32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 yang menjadi landasan utama 

dalam pelaksanaan otonomi daerah pada hakikatnya bertujuan memberikan 

kesempatan yang lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang 



dimiliki daerah, baik yang menyangkut sumber daya manusia maupun sumber daya 

lain yang merupakan kekayaan daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah 

diharapkan dapat berdiri sendiri dengan mengurangi ketergantungan terhadap 

pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun pengelolaan 

keuangan daerah hingga pengelolaan aset daerah.   

APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang dituangkan 

dalam bentuk angka dan batas maksimal untuk periode anggaran. APBD juga diartikan 

sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah daerah kini memiliki andil besar dalam 

menyusun APBD, dalam realisasi anggaran menggunakan sumber keuangan berasal 

dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-

lain dari pendapatan yang sah. Sumber keuangan didalam APBD digunakan untuk 

pengeluaran daerah, salah satunya yakni belanja modal. Belanja modal merupakan 

pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset 

tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta 

melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan 

pemerintah.  

Potensi pendapatan asli daerah yang berbeda menimbulkan adanya kesenjangan 

keuangan yang mengakibatkan kesenjangan pembangunan antar daerah. Hal ini 

dipengaruhi oleh faktor geografis sutu daerah dan kemampuan pemerintah daerah 

mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia. Daerah yang memiliki 



kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam melimpah cenderung 

memiliki pendapatan asli daerah jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga 

sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan pendapatan asli daerah antara provinsi yang 

satu dengan yang lain. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki 

pendapatan asli daerah yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang pembangunannya 

tertinggal karena memiliki pendapatan asli daerah yang rendah. 

Ukuran Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini dapat dilihat dari total aset 

yang dimiliki oleh Pemerintah daerah. Ukuran daerah adalah  prediktor signifikan 

untuk kepatuhan akuntansi (Patrick, 2007). Kabupaten/Kota dengan total aset (ukuran) 

yang lebih besar akan lebih kompleks dalam menjaga dan mengelola asetnya. Semakin 

besar ukuran suatu daerah akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, 

konsekuensinya pemerintah daerah memiliki tekanan yang besar dalam 

mengungkapkan kinerjanya.  

Pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting karena akan 

memberikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan. Jadi pengukuran 

kinerja ini dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja pemerintah, dasar pengalokasian 

sumber daya dan pembuatan keputusan dan untuk mewujudkan pertanggungjawaban 

publik dan memperbaiki hubungan komunikasi antar lembaga. Pengukuran kinerja 

diharapkan dapat memberikan informasi sehingga memungkinkan untuk 

menjembatani kinerja dalam menghasilkan output dan outcome terhadap masyarakat. 

Pengukuran kinerja juga bermanfaat untuk pejabat berwenang dalam memonitor dan 



mengevaluasi kinerja yang berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi 

tuntutan akuntabilitas publik. Hasil dari EKPPD tersebut berupa laporan penetapan 

peringkat dan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang berasal dari 

LPPD tahun anggaran 2010-2011 dan pertama kali dikeluarkan pada tahun 2007. Hal 

tersebut salah satunya dapat mengevaluasi bagaimana kualitas pelayanan publik dan 

penegakan hukum yang sudah diimplementasikan setiap pemerintah daerah. Kegiatan 

tersebut dapat memotivasi pemerintah daerah dalam penyusunan laporan, dimana harus 

transparan dan akuntabel. 

Peneliti mengunakan variabel independen PAD, belanja modal dan ukuran 

daerah serta variabel dependen tentang kinerja pemerintah daerah provinsi. Periode 

yang digunakan selama 2 periode selama 2010-2011. Penelitian tentang ukuran daerah 

terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi masih sangat sedikit sehingga, peneliti 

akan melakukan penelitian yang berjudul: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja 

Modal dan Ukuran Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”. 

II. KAJIAN TEORITIK 

Deskripsi Konseptual 

1. Pendapatan Asli Daerah 

 Pendapatan asli daerah menurut UU nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 18 

adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan keuangan 



daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama 

pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan 

pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna 

memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Sumber 

pendapatan daerah berasal dari pajak, retibusi dan hasil pengelolaan kekayaan yang 

dipisahkan. 

2. Belanja Modal  

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan 

modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang member manfaat lebih 

dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya 

pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, 

meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Aset tetap mempunyai ciri-ciri berwujud, 

akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, 

nilanya relative material. (Kemenkeu, 2012) 

3. Ukuran Daerah 

Ukuran Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini dapat dilihat dari total aset 

yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset pemerintah daerah digunakan untuk 

mendukung kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan kewajibannya. Ukuran 

daerah adalah  prediktor signifikan untuk kepatuhan akuntansi (Patrick, 2007). 

Kabupaten/Kota dengan total aset (ukuran) yang lebih besar akan lebih kompleks 



dalam menjaga dan mengelola asetnya. Konsekuensinya, pemerintah daerah perlu 

mengungkapkan lebih lanjut tentang daftar aset yang dimiliki, pemeliharaan, dan 

pengelolaannya (Suhardjanto et al., 2010). Melalui perencanaan kebutuhan aset yang 

memadai, dengan pengadaan sesuai dengan ketentuan dapat menjadi asset pemerintah 

daerah yang benar-benar dibutuhkan untuk menunjang pelayanan publik pemerintah 

kepada masyarakat. 

4. Kinerja Pemerintah Daerah 

Pengukuran kinerja Pemerintah daerah lebih sulit diukur dibandingkan kinerja 

perusahaan pada umumnya. Hal ini antara lain disebabkan oeh orientasi yang berbeda 

antara perusahaan dan pemerintah. Perusahaan pada dasarnya profit oriented, bertujuan 

untuk mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Keuntungan perusahaan 

selalu dihitung dengan satuan mata uang. Keuntungan perusahaan setiap tahunnya juga 

selalu dilaporkan melalui laporan laba rugi. Dengan demikian tidak ada kesulitan untuk 

mengetahui korelasi antara kinerja karyawan perusahaan dengan keuntungan yang 

diperoleh perusahaan. Berbeda halnya dengan pemerintah yang berorientasi pada 

pelayanan dalam kegiatan operasionalnya. Kualitas layanan yang diberikan pemerintah 

kepada masyarakat sangat ditentukan oleh kepuasan masyarakat yang menerima 

layanan.  

 

 

 



Kerangka Teoritik 

 Kemakmuran pemerintah daerah dapat dilihat dari pendapatan asli daerah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sumarmi (2008) menjelaskan bahwa pendapatan asli 

daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

daerah. Setiap daerah harus memiliki kewenangan dalam menggali sumber daya yang 

potensial, memanfaatkan dan mengelola sumber keuangannya yang cukup memadai 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Pengelolaan pendapatan asli 

daerah yang baik akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. 

 Belanja modal digunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan urusan 

wajib dan diantaranya berupa pelayanan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, 

fasilitas umum yang layak, dan fasilitas lain yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena 

itu, semakin tinggi belanja modal seharusnya menunjukkan semakin tingginya tingkat 

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya, semakin tinggi tingkat 

pelayanan yang diberikan, maka peningkatan kinerja Pemerintah daerah akan lebih 

baik. Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian Nugroho dan Rohman (2011) pemerintah 

akan meningkatkan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang 

diperlukan oleh negara, yang tercermin dalam belanja modal yang dilakukan 

pemerintah. 

Pernyataan ini dipertegas oleh hasil penelitian Sumarjo (2010) bahwa ukuran 

Pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah daerah 



kabupaten/kota di Indonesia. Selain pemanfaatan pendapatan asli Pemerintah daerah 

dengan baik, maka perlu ditingkatkan pula pengelolaan aset daerah. Hal ini 

dimaksudkan pemerintah daerah diberikan wewenang untuk memberikan pelayanan 

yang baik kepada masyarakat, sehingga didukung oleh penataan kembali dan 

inventarisasi aset daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah diperlukan 

prasarana dan infrastruktur seiring dengan pelaksanaan kinerja pemerintah daerah yang 

baik. Dengan demikian, semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya 

jumlah aset pemerintah daerah, maka akan semakin tinggi kinerja pemerintah daerah 

tersebut. Berikut adalah kerangka pemikiran atas permasalahan penelitian yang telah 

dirumuskan sebelumnya: 

Gambar: Kerangka Pemikiran 

 

 

 



Berdasarkan kerangka pemikiran dan asumsi di atas, maka dibuat hipotesis 

sebagai berikut : 

H1 : Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah 

H2 : Belanja modal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah 

H3 : Ukuran daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah 

 

III. OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini ialah untuk : 

1. Untuk memperoleh bukti ada tidaknya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap 

kinerja pemerintah daerah provinsi di Indonesia 

2. Untuk memperoleh bukti ada tidaknya pengaruh belanja modal terhadap kinerja 

pemerintah daerah provinsi di Indonesia 

3. Untuk memperoleh bukti ada tidaknya pengaruh ukuran terhadap kinerja 

pemerintah daerah provinsi di Indonesia. 

Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah laporan keuangan periode 2010 

dan 2011 milik pemerintah provinsi yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) . Penulis 

membatasi ruang lingkup penelitian ini pendapatan asli daerah ada atau tidaknya 



pengaruh antara pendapatan asli daerah, belanja modal dan ukuran daerah 

terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu metode 

penelitian yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta 

hubungan-hubungannya yang menekankan pendapatan asli daeraha pengujian 

teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan numerik dan 

analisis data menggunakan prosedur statistik yang digunakan untuk mengukur 

pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal dan ukuran daerah terhadap 

kinerja pemerintah daerah pendapatan asli daeraha provinsi di Indonesia 

periode tahun 2010 dan 2011. 

Jenis dan Sumber Data  

 Populasi pendapatan asli daeraha penelitian ini adalah seluruh provinsi di 

Indonesia pendapatan asli daerah tahun 2010-2011. Sampel pendapatan asli daerah 

penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah dan pemeringkatan evaluasi 

kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah periode tahun 2010-2011. Data sampel 

yang digunakan sebanyak 33 provinsi di Indonesia. 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 

1. Pendapatan Asli Daerah (X1) 

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan  perundang-undangan 

(UU Nomor 32 Tahun 2004) diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah. 



2. belanja modal (X2) 

Pengeluaran pemerintah daerah yang dilkaukan dalam rangka menambah aset 

tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 

3. ukuran daerah (X3) 

Total aset adalah penjumlahan dari aktiva lancar dan aktiva tetap yang 

merupakan harta perusahaan secara keseluruhan. 

Teknik Analisis Data 

Metode analisis untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear 

berganda dengan bantuan software SPSS 19.0. Penggunaan metode analisis dalam 

regresi pendapatan asli daeraha pengujian hipotesis terlebih dahulu diuji apakah model 

tersebut telah memenuhi uji asumsi klasik atau tidak. Pengujian asumsi klasik terdiri 

dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi. 

IV. PEMBAHASAN 

Dari hasil analisa dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan 

pengujian hipotesis dapat dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

pemerintah daerah provinsi. Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan 

pengujian asumsi klasik. Hasil dari pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa 

variabel pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal dan ukuran daerah 

menunjukkan memenuhi asumsi klasik dan berdistribusi normal. 

 

 



1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Pemerintah daerah 

Provinsi 

Dari hasil uji t didapat variabel pendapatan asli daerah memiliki koefisien 

0,269, dengan tingkat signifikansi 00 artinya secara parsial pendapatan asli daerah 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini mendukung 

penelitian Mustikarini dan Fitriasari (2012) yang menyimpulkan bahwa pendapatan 

asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap skor kinerja Pemerintah daerah. 

Serta penelitian Sumarjo (2010) yang menyimpulkan intergovernmental revenue 

diukur dengan besarnya pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja keuangan Pemerintah daerah.  

Pendapatan asli daerah menjadi salah satu penerimaan pendapatan pemerintah 

daerah. Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat 

kinerja pemerintah daerah mau tidak mau peranan pendapatan asli daerah harus 

ditingkatkan. Sehingga perlu mengupayakan peningkatan efisiensi, efektivitas, 

efektivitas dan profesionalisme dalam mengelola sumber pendapatan daerah. 

Permasalahannya sekarang masih banyak pendapatan daerah yang belum 

direalisasikan disebabkan karena kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan 

keunggulan dan potensi asli daerah, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi 

yang masih rendah, lemahnya hukum dan rumitnya birokrasi dalam menjalankan 

programnya. Semakin besar potensi pendapatan asli daerah akan mempengaruhi 

seberapa besar pertanggungjawaban daerah dalam pengelolaan pendapatan asli daerah 



sebagai timbal balik yang positif kepada masyarakat. Pemerintah daerah sebagai yang 

memiliki kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri terutama dalam pengelolaan 

pendapatan asli daerahnya dapat dioptimalkan semaksimal mungkin demi tercapainya 

peningkatan skor kinerja pemerintah daerah. 

2. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Pemerintah daerah Provinsi 

Setelah dilakukan uji t, variabel belanja modal memiliki koefisien 2,315 dengan 

tingkat signifikansi 0,024 (0,024< 0,05), dapat dikatakan belanja modal berpengaruh 

negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi. Hasil penelitian ini 

mendukung dengan penelitan Mustikarini dan Fitriasari (2012) yang menyatakan 

bahwa dengan total belanja yang besar ternyata membuat kinerjanya semakin tidak 

baik. Hal ini tidak mendukung dengan penelitian Sudarsana (2012) yang 

menyimpulkan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pemerintah daerah. 

Penelitian ini mendukung dengan minimnya belanja modal yang dikarenakan 

masih banyak daerah yang didominasi dengan belanja pegawai dan barang sehingga 

daerah yang sulit berkembang karena pembangunan yang kurang maksimal karena 

APBD-nya terkuras untuk gaji pegawai sehingga perlu turun tangan dari pemerintah 

pusat. Pemerintah daerah kurang menekankan pentingnya belanja modal sehingga 

untuk pengalokasiannya memiliki porsi yang lebih kecil dibanding belanja pegawai 

yang bersifat rutin. Padahal seharusnya pemerintah menempatkan belanja modal 

dengan porsi yang seimbang dengan belanja pegawai sehingga kinerja pemerintah 



daerah meningkat dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian ini 

pemerintah daerah harus dapat menetapkan porsi sesuai antara belanja modal 

dibanding belanja rutin dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran dan tetap 

memperhatikan kualitas belanja. 

3. Pengaruh Ukuran Daerah terhadap kinerja Kinerja Pemerintah daerah 

Provinsi  

Setelah dilakukan uji t variabel ukuran daerah memiliki tingkat signifikansi 

0,985 (0,985> 0,05) dengan koefisien 0,019, yang berarti ukuran pemerintah daerah 

tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah 

dalam penelitian ini mengacu pada total aset. Total aset tidak berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini berlawanan dengan penelitian 

Mustikarini dan Fitriasari (2012) yang menyimpulkan bahwa total aset berpengaruh 

positif signifikan dengan kinerja pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin besar 

ukuran daerah maka semakin tinggi skor kinerja pemerintah daerah, yang sejalan 

dengan penelitian Sumarjo (2010) yang menyimpulkan bahwa ukuran pemerintah 

daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Pengelolaan aset daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan 

pemerintah daerah, tetapi belum banyak pemerintah daerah yang mampu mengelola 

aset daerahnya dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor, seperti kurangnya 

pemahaman terhadap manajemen aset daerah, sehingga banyak diantaranya yang 

meminta bantuan pihak ketiga/konsultan. Aset daerah dapat lebih bernilai ekonomis 



jika dikelola dengan baik (LAN). Seringkali aset daerah dimanipulasi oleh pemerintah 

daerahnya sendiri. Konflik kepentingan menjadi salah satu penyebabnya, seharusnya 

aset disesuaikan dengan kebutuhan setiap pemerintah daerah. Kebutuhan aset dapat 

direncanakan terlebih dahulu dengan memperhatikan penganggaran keuangan daerah, 

pengawasan, pemanfaatan dan pemeliharaan aset daerah. Pemerintah daerah 

berkewajiban mengelola aset seoptimal mungkin dalam rangka meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada masyarakat.  

Pemakaian variabel kinerja pemerintah daerah secara tidak langsung 

memberikan kritik terhadap efektifitas, efisiensi dan profesionalisme penyajian laporan 

keuangan pemerintah daerah agar nilai informasi yang terkandung di dalam laporan 

keuangan tersebut dapat dievaluasi dan akuntabel lebih berguna bagi penggunanya. 

Laporan keuangan tersebut perlu dipublikasikan agar masyarakat mengetahui apa yang 

sudah dilakukan pemerintah daerahnya sehingga sasaran tata kelola pemerintah yang 

baik akan tercapai. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka kesimpulan yang bisa diperoleh 

adalah : 

1. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemda. 

Meningkatnya pendapatan asli daerah menyebabkan peningkatan kinerja yang 

dilakukan pemda provinsi. Sebaliknya kinerja pemerintah daerah provinsi 



cenderung menurun saat pendapatan asli daerah rendah. Seiring dengan 

meningkatnya pendapatan asli daerah akan meningkatkan pertanggungjawaban 

pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan asli daerah agar meningkatkan 

pelayanan publik  untuk masyarakat. 

2. Belanja modal berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja pemda. Ketika 

penggunaan belanja modal meningkat, maka kinerja pemerintah daerah 

cenderung menurun. Hal ini disebabkan, dalam realisasinya pemerintah daerah 

kurang tepat mengalokasikan belanja modal. Pemerintah daerah cenderung 

meningkatkan belanja rutin dibandingkan belanja modalnya. Belanja modal yang 

tepat sasaran mengindikasikan tercapainya tujuan pembangunan dan fasilitas 

umum yang layak bagi masyarakat. 

3. Tidak terdapat pengaruh ukuran daerah terhadap kinerja pemda, ini menunjukkan 

ukuran daerah yang mengacu pada total aset pemerintah daerah belum berfungsi 

secara maksimal dalam pelaksanaan kinerja pemerintah daerah. Sebanyak apapun 

asset yang dimiliki daerah tidak mempengaruhi kinerja pemda sehingga total aset 

daerah tidak dapat dijadikan tolak ukur kinerja pemerintah daerah.  

Implikasi 

1. Terkait dengan hasil yang dikemukakan bahwa pendapatan asli daerah 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah maka 

penelitian memberikan gambaran kepada pemerintah daerah memiliki potensi 

untuk meningkatakan pendapatan asli daerah sehingga diperlukan peningkatan 



efisiensi, efektivitas dan profesionalisme dalam mengelola sumber pendapatan 

daerah. Pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan melalui sector pajak dan 

retribusi. Misalnya DKI Jakarta. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli 

daerah, pemerintah provinsi menaikkan tarif retribusi parker, menaikkan tarif 

pajak bumi dan bangunan (menaikkan nilai jual objek pajak), dan 

meningkatkan potensi pariwisata. Dari kinerja yang telah dilakukan pemerintah 

provinsi DKI Jakarta menghasilkan peningkatan pendapatan asli daerah di 

tahun 2010-2011. 

2. Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemda. 

Semakin meningkatnya belanja modal, akan menurunkan kinerja pemerintah 

daerah. Rendahnya realisasi belanja modal akan memperlambat pembagunan 

infrastruktur di suatu provinsi. Pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan 

daerah, mengalokasikan belanja modal untuk kepentingan public masih rendah 

efektivitasnya. Pemerintah daerah lebih banyak mengalokasikan belanja yang 

bersifat rutin dibandingkan belanja modal. Belanja rutin bersifat konsumtif, 

sedangkan belanja modal bersifat invetasi jangka panjang maupun jangka 

pendek. Pengalokasian belanja modal diarahkan untuk pembangunan 

infrastruktur yang menunjang investasi di daerah, melakukan evaluasi dan 

pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari sisi 

kondisi maupun umur ekonomisnya sehingga pengadaan barang inventaris 

dilakukan selektif sesuai kebutuhan masing-masing Satuan Kinerja Perangkat 



Daerah. Belanja modal yang efektif dapat dipergunakan seluas-luasnya untuk 

fasilitas umum bagi masayarakat. Belanja modal diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas pembangunan masyarakat terutama pada bidang bidang 

pendidikan, misalnya dengan penyediaan fasilitas layanan pendidikan yaitu: 

pembangunan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas dan penyediaan 

fasilitas penunjang sekolah lainnya. 

3. Ukuran daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Ukuran 

daerah, yang mengacu pada total aset tidak dapat dijadikan tolak ukur kinerja 

pemerintah daerah. Total asset suatu daerah yang terlalu besar mengakibatkan 

pemerintah daerah sulit mengelola, memonitor dan mengawasi penggunaanya 

secara langsung. Hal ini dapat diakibatkan oleh perbandingan luasnya daerah 

dengan jumlah pegawai pemerintah provinsi tidak sebanding di Indonesia. 

Dalam mengelola asset daerah, pemerintah daerah pemerintah daerah harus 

memperhatikan penganggaran dan kebutuhan, pemanfaatan, pengawasan dan 

pengendalian. Jika pengelolaan asset daerah dilakukan dengan benar 

pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana untuk pembiayaan 

pembangunan dan mengoptimalkan manfaat asset bagi pemerintah daerah.  

Saran Penelitian 

Atas dasar keterbatasan tersebut maka peneliti mengajukan beberapa saran 

diharapkan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait dan juga akademisi yang  

akan melakukan penelitian sejenis, sebagai berikut: 



1. Bagi pemerintah daerah: 

a. potensi yang dimiliki daerah seharusnya dimanfaatkan semaksimal mungkin 

sehingga memiliki pendapatan asli daerah dan ukuran daerah yang besar. 

Pemda yang memiliki ukuran daerah dan pendapatan asli daerah yang besar 

seharusnya memiliki kinerja pemda yang baik. Namun jika sebaliknya pemda 

harus memperbaiki tata kelola pemerintahannya lebih efektif, efisien dan 

professional dalam melayani masyarakat. 

b. Menurut penelitian ini, besarnya belanja modal tidak diimbangi dengan skor 

kinerja yang baik. Hal ini bisa disebabkan karena pemda meminimalisir porsi 

belanja modal dibandingkan belanja rutin. Belanja modal sebaiknya 

ditingkatkan jumlahnya untuk pembangunan, pendidikan dan meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemda seharusnya dapat 

menentukan porsi belanja yang tepat sesuai kebutuhan daerahnya bukan 

keinginan pihak terkait.  

2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh kecil 

terhadap variabel dependen yang ditunjukkan oleh rendahnya nilai koefisien 

determinasi yaitu sebesar 39,9 %. Dengan demikian, 61,1% sisanya diterangkan 

oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Oleh karena itu, 

untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan variabel yang lain seperti 

misalnya dana alokasi umum, leverage, jumlah pegawai dan luas wilayah. 



3. Penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik serupa, 

sebaiknya menambah jumlah sampel penelitian dengan tidak hanya menggunakan 

data provinsi tetapi kabupaten/kota serta menambah periode penelitian yang lebih 

panjang agar dapat digunakan untuk analisa jangka panjang. Kriteria yang 

digunakan untuk menyeleksi sampel juga perlu diperhatikan sehingga sampel yang 

digunakan akan lebih banyak dan beragam agar dapat mewakili karakteristik 

populasi yang diteliti. 
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